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Mepusia sebagal meknlul ciptaan Allah SWT memiliki
bteberapa kelebihan divandingkan dengan makhlulk lainnya.
nelebihap-kelsbihan yang dimiliki maousia dapat dilinat

manzkald manusia berusana uniuk  mewujudkan kemaslahatan-
emaz lanatan yang tersifat umum, Eelebihan manusiz terse-

tet dijelasken dalam Q5. 49 = 13
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"Hei manusia, sesunggubnya Kaml meociptakan wamn

dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan men-
sadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-auke supaya
kamu salinz kenal-pengenal. Sesungguhynya orang TELE
paling mulia diantara kamu dislesi Allah ialsh arang
yang paling bertaqwz diantara kamu", Deypariemen Agamsz
AT (15989 : 847)

senada dengan Firman Allsh dalam Q5, 49 : 1%, adalah pen-
2pat Soer jono Scekanto yang menyatalan ¢ "Manusia sehE—
narnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa zebagai makhluk
Jang sadar, Xesadaran manusia itu dapat disimpulkan dari
demampuannya untus berfikir, berkehendak dan merazaa® Scer-

jono Soekante {1890 & 5).
Depgan demikian calam kehidupan sehari-harl panusia

tidak luput dari susatu aktifitas yang disehut proses so-

sial, Dalam proses soslal yang dilskukap selalun berkhlitan
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igngan normaE=normi yang ada, baik yang tertulis MALDLR
vang tidak tertulis. Cleh karenanya dalam melakukan proses
sesial manusia seringkali terjebak pada saty keadaan di-
mana terjadi benturan—tenturan antsra kepentingan imiividu
ian kepentingan umum (pemerdintah). Eenturan-benturan yang
berkzaitan anfara kepeniingan individy dan kepeniingan umum
\pemerintak) secara umuwm berupd peristiwa pidanz MET Orig-=
rong kekuassan negars,

Merorgrong keluasaan negars (gsnggudn keamanan) su-
1ah lame dikenzl dalam Hukum Islam sebagal suatu delict
z=eiring dangan keberaddan dan perkembangan hukum Islam itn
sendiri. Konsep pokok ientans delict Gangguan Heamapan se-
cara tekstual tercantum dalam Al-Quran dan Al-Hadits yang
demudian ditafsirkan oleh Imam-imam Madzhab dan Ahli- =hli
hakum Islam dalam bentuk norma-norme praktis yang disetat
figh. Para ahli huxum Islam sepakat bahwa peristiwa pidana
cangguan keamanan termasuk dalam jaripan hudud, tetapi me-
reka berteda pendapat dalam hal penjstuhan aukuman kepada

e lakunya.,

Merongrong kekuasaan negara seb#gsl satu bentuk pe-

ristiwa pidana gangepudn keamanan yans memiliki beherapa
sifal khusus belun tegiiu dikenz]l oleh masyarakat In-

fonesis yang sebsgian besar bersgama Islam, Padshal dengan

celas peristiwa pidana merongrong kekuasaan negara tercan-—

P

tum dalam Q5. 49 @ 9 - 10
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] "Dan jika amda dua golongan dars orang-orang mizlimin
verperang maka dameikanlah antars keduanvya. Jika salah
satu dari kedua golongan itu berbyat aniaya terhadap
golongan yang lain maka perangilah golongan yang ber-
buat apiaya itu, sehingsga golongan itu kembali, kepada
perintakh Allah; jika golongan ity telah kembali ([ ke-
raca perintah ﬂlfah) maka damalkanlah antarz keduanva
cengan &dil dan berlaku adillanh. Sesungeuhnya Allah
mencintai orapg-orang yang berlaku adil, Sesungguhnya

crang-orang mukmin adalsh bhersaundara karena ity dapai-
<anlah antara kedus saudarapu dar bertagwalsh kepada
nllah supaya kamu mendzpat ranmaiM Jepartemen Lpama
RI (1989 : 8468} g : :

Hadits Rasulullah SaW -
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ﬁﬁarangaiapa melibat sesvatu yang tidajk menyenangkan
maga hendaklah ia bersabar, karena orang vang memisah-
xan diri dari jamaah meskipun hanva sedauh saty -enekal
laly ia mati, maka ia mati sebazal vrang janiliyyah  ®

[ TR

‘Ramli Habi' Ahmad 3Shiddig Abdurahman, MA (1983 . 2zg5)

5 533 = 54
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"Sesungguhnys pembalasar terhadap crang-orang Fang
memerangl Allah dan Hasul-YNya dan membuat kerusakan di
muka bumi, hanyalal mereka dibunuh atay disalib atan
fipotong tangan dan xakinya dengan bertimbal balik '

atau dibuang dari negeri (tempat kediamannya) yang
demikian itu (sebagai) suatu penghinaan untuk  mereka
4i dunia dan di akhiral mereka bercleh siksaan FEROE
begar; Xecuzll orang-orang yang tausbat((diantars mere—
ke EEﬂelu' kamu dapat menguasai {menansikan) mersika
maka ketahuilah bahwasannya Allah Maha Fengar 1un lagi
Mahs Fenyayang" Departemen Agama HI (1989 = 184}

Zegitu pula halnyas dengan pemerintah Infdonesia, dalam mpe-
ningani peristiwa pidana mercagrong kekuassan negara beru-
saba untuk menyelesaikanpya dengan carz yang adil dan
songstitusional. Karena itu dalapm menyelegaikan peristiwa
pldana mereongreng kekuasaan negars pemerintuh menggunakan

pazal 104 - 181 HUHY, yapg kemudian dipsrtabkarai dengan

it
ol

Ho. 1% Th. 1963 teatang UUPES.

Hagh-pash Sysrz' dan ketentuan perundangan merupakan
Tangkaian peraturan yang terusaha untuk menciptakan dan
meww judkan ketertiban dalam masyarakat, peraturan-peraturan
rang ada berisi "Suatu nimpunan bermacam-macam kaidah yang

tertujuan mempertzhankan tata tertib masyarakatr, o = E.

wr

chi dan M. Saleh Djindang, 2.H. (1987 : 4), berzumber
2da agamd, kebiasaan, adat, perundang-undangsn dan lain -

Z&1Tla
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Dalam pembangupsn nasionzl yang sedzog dilaksanslkan
pemerintah Indonesia menganut beberapa agas, sate dianta-

L

ranya adalah azas Kesadaran Hukum yang

z mengandung malna

"Eanwa setiap warga negara Inodonesia harus selalu taat dan

sadar xepada hukum, wajib menegakkan kukum dan .:: geniamin
wepastlan hukum", Sekreteriat Negara BRI (1986 : 95);  ini
memberikan satue pepgertian dan kebebasan kepada setiap

WArSR negara untuk selalu giat dan tekun dalam mempelajari
dan mengkaji tata hukum yang berlaku di Indonesia, Dengan
terdapainya azas Kesadaran Hukum dalam proses pembangunsn
nasional dibarapkan setiap wargs nezara bensr-benar mera-—
gakan adanya wibawz hualkum,

Adanya sumber hultum yang kenkrit memudahkan lembaga
peradilan menjalankan fungei utamanya wyalia mengayomi dan
melirfungi rakyat. Mamisia sebagai subyek hukum Sefenarnya
mempunyal perapnan yang sangat bessrodalam jprosges pembangu-
nan nasional, Karenz dari diri manusia simbuel bermacam-—
macam perbuatan yang memerlukan pertanggung Jawabarn bail
secara perdsta maupun pidapa. Dengan adanya hukum diharap-
kan segala perbustan manusia selalu mengarah pada kemasla-
natan serta menutup kemungkinan terjadioya perbuatan yang
mengarah pada kerusakan {kemadharatza), mencegan kemung—
lkinan ferjadinya penyelesaian perkara rarng inkoastitusinal
dan pada skhirnya akan mencegah manusia terkena sancrsi
hukem secara perdata mauwpun pidana,

Literatur yang membahaz jperistiwa pidana merongrong
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kekpasaan negara jumlannya sangat sedikil, sehingza sering
menyulitkan kita dalam mempels jari, mengkaji dan menyele-
saikan permasalahap-permasalahan yang menyangkul peristiwa

idana tersebut, Ksrapa ity dalam penelitian inl akan di-

Lo |

bahas peristiwa pidana mercngrong kekuaszan negara  dalam
kajizn hulkum Islam dan hukum Iuaitip yang berlalkue di Indo-
nesia. Penelitlan ini merupakan upaya pennliz untuk meme-
bl persyaratan dalam rangka mengikoti ujian Munaqasah di
Fagultas Syarl'ah INSTITUT AGAMA ISTAM ILATIFAH MUBARCHKIYVAH
Yondok Pesantren Suryalaya Tasilmalaya, serta  sumbangsik
renwlis untuk merpsmbah jumlah literatur dalam kajian  ps-

ristiwa pidana merongrong kekuasaan negara dan upaya untuk

meranizang peningkatan apresizsi warga negara terbadayp:
magalan-magalad hukoem yang berjadi di NHegara kita, cehing-

-

ER wWargs negara Indonesis benar-benar merupakan subysk hu-

lkum vang sadar hulkum,

i

. Perumuzan Mazalsh

Xetahdnan nasional merupakan syarat matlak dalam
velagsanaan pembangunan baik di negsra maju maupun di  ne-
gara berkembang, sehingga hasil=hasil pembangunan akan se-
susl dengan program yamg digariskan, Ketshanap nssional =—
nan tercipta apabila ter jaelin ker jazama yanr oratl dan di-
namis antara @ Pemerintah, maaysrakat, avdi negara, faktor
=lam dan ker jasama dengan negara lain. Namun demikian ka-
~2na gerbagal alasan ada juga zebagian warga negara VAND

2 lakiakan perbuatan bukum dimana =kibatnya akan meng-
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ganggu terci plifnya stabilitas nasional yang mantap dan
dinamis, Warga negara yang demikian kerapkali melakuikan
peristiwa pidana yang tergolong d2lam peristiwa pidana me-
rongrong kekuasasn negars/pemerintah wyang sans Untuk me-
oyelesaikan periziiwa pidanz ini, hukum Islam dan pemerin-
=20 Indonesia telah mepgaturnya dalam 595, 49 @ 9 dan dalam
== Ho. 11 Th. 1663; UUPKS. |

Dzri dua sumber hukum yang mengatur peristiwa pidana

STORSTONE KeKuasaan negar:s tersebut, timbul permasalahkan-

2zaimana konsepsi TP Ho. 11 Th, 1963 dan hukum Islam

falam mengatur peristiwa pidana mercongrong Xekuagaan

. Aps afa kemungkinan-kemungkinan uniul mengpatungkan dua
sumber hukum dalam peristiwa pidana merongrong kekua-
s=an negara, dalam tata hukum Indonesia sebagsi salah

gatu upaya untuk meoyusun UUPES sang baru 2

E- Tojuan Penelitian
fartolak dari permasalahan-permasalaban yang ada

===z tujuan penslitian dalam hal ipi dapast dirumuskan se-

"« Unink mengeiahul konsepsi nukum Islam dzo PP ¥o. 11 Th,

18834 UUPES yanpg mengatur peristiwa pidana NETONET ong
¥exussaan negara 7

~. Tntuk mengetahul adanya kemungkinzn-“empngkinzn Fans

terjadi dengan penggatungan dua sumber hulkum tersebul



dzlar rangks peayusunan UUTES yang bary 7

Zengan di javarkannoya P Ho, 11 Th, 1963 dan . ~Hukum

Islam, maks kita ssbig

18]

L warg

o

megara Indopnsgszia dan umat

Lslam akan menyadari serta mencetahui bhahwa bsgaimanapan
senguknya tindakan meronsrong kekuasaap negars sangat
bertentangan deagan prinsip-pringip hukum I=zlam dan DET&-
waran pemarintah yang ada,
D, Kerangka Femiltiran

Segala macam peraturan baik vans berasal dapi ketan-

tuan syara' maupun produk mamisia (lembaga legislatif) ha-

rug ail jadikan sebnagai satu ketentuzn vang mutlak untnk
dilaksanakan dengan penuh kesadaran dan tangrung jawan i

Yoeh karena itu dalam peristiwa pidana merengrong kekussa-
=N negarad, adanye proses peradilan kargs merugakan snatu
Froses hukom yaEng sesul dengan ketentuan EUHAP dan pasal
27 0UD 1945 yang menyatakan “ietlap wargs negara tersamaan

seduduxannya dalam hukum dan remerintaznan dan Waiib nen-

tjung bulkum dan pemerizntahsn isg dengan tidak ada ke

i
|:.
[AH
i
s

nya!! BP-T Pusat (1993 : 58).

Feristiwa pidans meronsrong keluasaszp negara  gecara
tegas dinvatakan dalam pvasal 1 ayat (1) angke 1 1 pp WNo,
*1 Th. 195%; sebagai berikut :

Faszsal 1

') Dipersalahkan melakuksn 4indak pidana subversi.
1. barangsiapa melakukan sesuaty rertuatan, dergan

maksud atau nyata-nyata dengan maksud atay yang di-



ketahuinya atau patut diketahudnya depat :

2. memuiarpalikkan, meronzrosg atay menye lewengkan
ideologi negara Pancasila atau haluan  neszra
asvau

b, menggunlingkan, merusak atay merongrong kKelkuasaan
negara atau kewibawaan pemerintah yanz sah  atay
Aparaiur negara stauy

C. menyebarkan rasa permuzsunan atauw menimbulkan per-
musuhan, psrpecahan, perienbangan, kelkkacauan,
kegoncangan atau kegelisahan diantars kalangan,
penduduk atan masgyarskat yang bteraifatl luas a2tau

dizantara Hegars Hepublik Indenesia dengan sesua=-

tu negara sahabat, .atan

()

- menggangru, menghambat  a2tan mensacaukan hagi
industri, distribusl, perdagansan, koperasi atau
pengangkutan yang dizselenggarakan oleh peEmerin-
tah atan berdasarken keputusan pemsrintah, atau
yang mempunyai pengaruh luas terhadap hajat  hi-
dup ralkyat.

enudian dalam hukum Islam peristiwa ridana mercngrong ke-

<ugsasn negara di jelaskan dalam 93, 49 : 9-10; (lihat ha-

Iamanm = 2),

L

fa

Zedus sumber hukum; PP Ho. 11 Th. 196% dap hokum Is-

- —

=5n merupdakan sumber hukum yang berusaka melindungi kepen-

sinzan-kKepentingan pemerintah dan masyvarakat, sehingga ti-

-2« agan terjadi pertentangan kepentingan antsra pemerin-



tah dano masyarakat yang pedz akhirnya menciptaian ke

dan stabilitas nasionzl yeng mantap. Timbulora kesad

10
tahansn

aran ,

mepedulian dap apresiasi masyarakat Jdalam bidang hukum me=

nuntet para penegak hukum untuk melaksanakan kelenia

Aarm s

etentuan perundangan secara konsekwen dan penub  tangpung

cawah.

cadan peradilan setagai lembara pelaksana kKetentuan

rerundang-undangan yanog berlakua, diturntut untul
lzskan ketentuan perundang-undangan dalam bentuk
aukum yang mudan difahami btaik oleh pralktisi hukum,

i5: hukum dan masyarskal yene memberiksasn perhatian
rembangunen hukum nasional,

Denzan adanys hukum a2zing sebagai pembanding

menje—
materi
akade =

dalam

geri

aukum n2sional, maka ada dua manfsat yang dapat kite pero-

—oh dengan mempelaiari dan mensetahui swnher

o -

z5ing tersebut; seperti yang dijelaskan cleh Frof,

J==

Tw =

Iruleern

Sudarto

adz duz manfast mempelajari sistem hukum asing itua:

» 1Ang bersirat umam :

a. memboeri kppuaaaﬂn bagl orang y&ng terhasrat ingin

tahu yang bersifat ilmisah;

b. memperdalam pengerktian tentan:z pranats me
kat dan kebudayaan sendiri;

c., membawa sikap lkrizis terhadap siztem hukum
dird ;

Yang bersifat khusus :

aequbugﬁav dengan dianmutnys s=as nasional sk

lam KUHE kite, yaitu p2sal § ayat 1 ke- 2,

%)
»

adturan pigana dalam rerundang-uniangan Ind
serlaku bagi wargs negara yang dilaasr ind
melakculan salan satu perbuatan yang oleh satu

f:-:l? ATre —

Zen-

if da-
bahwa
onesia
onesia
atu-

ran pidan2 éalam perundang-undangan indonssia  di-
ransans uebaﬂal suatu ke jakatan sedangkan menurut
peruadans-ung néfangen negars dimana perbuatan dilaku-



¥3an diancam deng=n pidana', Dr, Barda Nawawi Arjef
S<H. {1990 z 17).

L, langkah=lanskah Penelitizn

Dalam melakukan penelitian penulis melakukan  Tehe-

rapa langkah vang dapat dirumuskan sebassil berilkut o

a
i

- Zenentuan jenis data yaitu menentukan data-data teori-

tis tentang peristiwa pidans merongrons kekpasasn ne-
gara, dalam kajian hukum Islam dan PP Hoe. 11 Th, 1963
JUPEEZ , yang Jenis datanya meliputi : .
rongrong kekuaszaan negara, syarat-syarat merongrong ke-
ruzsaan negara dan jeniz-jenis hukuman yvang i jatuh-
kan kepada pelake peristiwa pidana merongrons kelkyasa-
an negara; serta pahan-bahan lain yang menundang dalan
penelitian,

Pencarizn sumber data yaitu usaha untuk menemulcan cume
ber data yung berkaitan dengan peristiwa Pidana me—

rongrong kekuasasan negara; yaitu

okl

#, Dari ketentuan dash Syara! yang mengatur jarimah
al-Baghyu dan ketentuzn FF NHo. 11 Th, 196%; UUPES

vang mengatur pemterantasan kegiatan subversl, ser-
w8 peraturan-perzturan yang laicnya, Sumber  hukum
tersebut merupakan sumber data primesr dalam pensli-
LEET

t. Sejumiah pendapat dari kalangen akademizi dan prak-
tisi hukum, bailk vang berkaitan dengan hukum  Islam
masnpun hokum positip di indonesia, Se jumlah pendapat

terzebut merupalizan  zumber data sekunder,



pulkan beik dari hukum Islam maupun dari TP Xo, 14 Th,

1963 dijabarkan dalam bentuk naskah terpisah, kemudianp
dicari persamasn dan perbedaan konsepsi antara hukum
Islam dan FP Ho. 11 Th, 1963; UUPES untuk  mengetakui
adanya Remungliingn untuk menggsbunghan huakum Islam dan
'E fa. 11 Th, 1963; UUPKS dalam upaya menciptakan Ul-

FES wanes baru.



